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Abstrak

Kajian ini untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur dalam Perlindungan Taman Nasional Kutai Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode
penelitian deskriptif yang betujuan untuk memaparkan dan menggambarkan
mengenali perlindungan Taman Nasional Kutai yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur. Analisis data model interaktif dari Miles dan
Huberman dengan alur kegiatan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian
data, penarikan kesimpulan.

Taman Nasional Kutai merupakan bagian dari hutan konservasi yang
berada di tiga wilayah yang di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara, Kota
Bontang, dan Kutai Timur. Seiring berjalannya waktu Taman Nasional terus
mengalami perubahan, mulai dari masalah pembukaan lahan di Taman Nasional
Kutai hingga masalah perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu
yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di Taman Nasional Kutali,
maka dari itu dibutuhkan peranan pemerintah setempat untuk dapat membantu
Balai Taman Nasional dalam melindungi Taman Nasional Kutai.

Kata Kunci: Taman Nasional Kutai, peran pemerintah daerah

Pendahuluan

Taman Nasional memiliki berbagai macam variasi, mulai dari ukuran,
karakter, dan tujuan. Selain daripada itu tidak semua taman nasional memenuhi
definisi taman nasional yang diakui secara internasional, yaitu sebagai berikut.
Area alami yang dekat dengan alam atau wilayah alamnya luas atau yang
disisihkan untuk melindungi proses ekologi dalam skala besar, bersama dengan
spesies pendukungnya dan karakteristik ekosistem di daerah tersebut, Pasal 1 ayat
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14 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa taman nasional didefinisikan sebagai
kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem
zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Definisi taman nasional di Indonesia mengalami bias dengan definisi
hutan konservasi, yang merupakan kawasan hutan yang bertujuan untuk
melestarikan keanekaragaman hayati pariwisata, dan hutan lindung, didasarkan
pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-11/2007 dan diawasi oleh
pemerintah pusat melalui Kantor Taman Nasional (UPT Balai Taman Nasional).

Agar taman nasional tetap memiliki kontribusi terhadap masyarakat dan
juga bagi pemerintah daerah yang menempati daerah dimana taman nasional itu
berada, maka taman nasional khususnya yang berada di zona pemanfaatan dapat
dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dibidang perekonomian, namun
dengan tetap berorientasi pada tujuan konservasi.

Dibentuknya taman nasional memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan
tempat perlindungan berbagai macam satwadi seluruh dunia, oleh sebab itu
Taman Nasional kemudian diproteksi dengan maksud agar ekosistem yang
dilindungi tidak terganggu.

1. Fungsi Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di taman nasional terutama di Taman Nasional
Kutai perlu dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjang
keseimbangan ekologi, khususnya rantai makanan sehingga tidak adanya
persebaran populasi yang terlalu besar yang dapat mengganggu kehidupan
manusia.

2. Fungsi Pelestarian Proses Ekologis

Fungsi taman nasional yang kedua adalah melindungi proses ekologis
dikarenakan hubungannya dengan lingkungan yang lebih luas.
3. Fungsi Pelestarian Sumber Air

Taman nasional berfungsi sebagai pelestarian sumber air dikarenakan
taman nasional ini dapat menjadi daerah resapan air sehingga mengurangi potensi
banjir,kemudian juga sebagai regulasi aliran air, dan juga dapat mengendalikan
erosi.

4. Fungsi konsumsi

Fungsi taman nasional sebagai fungsi konsumsi lebih berpotensi pada
masyarakat lokal di sekitaran taman nasional yang mengandalkan hutan sebagai
penopang kehidupan masyarakat di sekitaran taman nasional.

5. Fungsi Penelitian dan Pendidikan

Taman Nasional Kutai dapat dimanfaatkan untuk melakukan studi
mengenai keanekaragaman hayati di setiap wilayah yang ada di Taman Nasional
Kutai.
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6. Fungsi Rekreasi

Taman Nasional Kutai dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di
daerah dekat Taman Nasional Kutai maupun masyarakat yang berasal dari daerah
yang terletak di luar wilayah Taman Nasional Kutai.

Taman Nasional Kutai yang menempati dua kabupaten kota dan satu kota,
yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
Taman Nasional Kutai merupakan hutan hujan tropis yang terletak di bagian
timur Provinsi Kalimantan, Dulu Taman Nasional Kutai disebut sebagai paru-
paru dunia, namun kini perlahan bergerak menuju nasib yang sama seperti hutan
lainnya. Seiring sejarah pembentukan dan penetapannya sebagai taman nasional,
Taman Nasional Kutai banyak mengalami berbagai tekanan dan permasalahan
sehingga luasnya berkurang menjadi 192.709,55 hektar.

Hingga pada saat ini sudah terdapat banyak sekali bangunan yang berdiri
disepanjang sumbu Taman Nasional Kutai terkhususnya di sepanjang jalan poros
Sangatta-Bontang, diantara bangunan-bangunan yang berdiri tersebut beberapa
diantaranya terdapat bangunan yang memiliki perizinan untuk didirikan di
wilayah Taman Nasional Kutai.

Kawasan ini pada awalnya memiliki status sebagai Hutan Persediaan
dengan luas 2.000.000 ha berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Hindia
Belanda (GB) Nomor: 3843/2/1934, yang kemudian oleh Pemerintah Kerajaan
Kutai ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa Kutai melalui SK (ZB) Nomor:
80/22-B/1936 dengan luas 306.000 ha.Sejak keberadaan Taman Nasional Kutai
memang tidak pernah lepas dari konflik kepentingan.

Perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
dapat mengakibatkan berkurangnya satwa serta tumbuhan yang dilindungi
berangsur-angsur mengalami kepunahan. Perambahan hutan yang dilakukan oleh
beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab  juga dapat mengakibatkan
berkurangnya atau bahkan dapat menghilangkan fungsi taman nasional yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahkan lingkungan sekitar serta flora dan
fauna yang terdapat di kawasan Taman Nasional Kutai.

Kerusakan wilayah hutan di Taman Nasional Kutai dapat dikatakan sudah
sangat parah sebagai akibat maraknya kebakaran lahan yang terjadi dibeberapa
tahun belakangan ini yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hijau di Taman
Nasional Kutai sedangkan upaya penghijauan yang dilakukan bahkan tidak
seimbang dengan banyaknya lahan yang berkurang akibat kebakaran.

Dalam proses perlindungan Taman Nasional Kutai sering kali terdapat
banyak masalah yang timbul dari masyarakat sekitar. Mereka banyak melakukan
perambahan hutan yang kemudian hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada
dan juga merusak habitat satwa yang terdapat di Taman Nasional Kutai tersebut.
Dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 PASAL 14
ayat (1) TENTANG PERLINDUGAN HUTAN dikatakan bahwa pemanfaatan
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hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah
memikili izin dari pejabat yang berwenang.

Generasi milenial seperti sekarang ini memiliki pengaruh besar dalam
upaya penyelamatan lingkungan. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (KSDAE) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
berharap, generasi sekarang ini memiliki peran positif dalam penyelamatan
lingkungan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai.

Kerangka Dasar Teori
PemerintahDaerah
Pemerintah daerah adalahsalah satu instrumen dari sistem pemerintahan.
Pemerintah daerah ini mengacu pada kewenangan administratif di daerah yang
lebih kecil dari negara di mana negara indonesia adalah negara yang wilayahnya
dibagi menjadi daerah provinsi.
Menurutundang-undangNomor23Tahun2014tentangPemerintan  Daerah,
pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Fungsi Pemerintah Daerah

a. Sebagal perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mempererat
hubungan antara engara dan masyarakat.

b. Sebagai perencana pembangunan dan pemberdayaan nasional di daerahnya
masing-masing.

c. Sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan pelaksanaan
urusan pemerintah daerah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

d. Sebagai lembaga legislatif dengan perumusan kebijakan di daerah, kegiatan
ini merupakan fungsi penting yang pada hakekatnya merupakan fungsi
perumusan kebijakan daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah bersama
DPRD, yang dijadikan sebagai landasan atau arah dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar bagi terutama dalam
perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya termasuk lingkungan yang ada
disekitarnya. Peran disebut telah terlaksana jika seseorang dengan kedudukan atau
status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. peran pemerintah
daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:
1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat reakif.
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3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan
tingginya derajat kontrol eksternal.

Taman Nasional Kutai

Taman Nasional Kutai merupakan taman nasional yang membentang luas
di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, hingga Kabupaten Kutai
Kartanegara. Taman Nasional Kutai meyimpan banyak kekayaan alam dan juga
menyimpan banyak habitat di dalamnya. Terdapat banyak flora dan fauna
didalamnya yang semestinya dipelihara dengan baik oleh masyarakat
setempat.terdapat banyak ekosistem yang hidup didalmnya yang kemudian
ekosistem tersebut jika dipelihara dengan baik tidak akan mengalami kerusakan
yang berakibat fatal.

Taman Nasional Kutai merupakan hutan hujan tropis yang terletak di
bagian timur Provinsi Kalimantan, namun sayangnya hutan tersebut benyak
mengalami penyakit. Dulu disebut sebagai paru-paru dunia, namun kini perlahan
bergerak menuju nasib yang sama seperti hutan lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa membantu Pemerintah Desa
dan menjadi mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Pasal 8
Lembaga Sosial membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam
pemberdayaan masyarakat desa. Berikut ini adalah tanggung jawab Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat:

A. rencana pembangunan partisipatif.

B. Mendorong kemandirian dalam masyarakat.

C. melaksanakan dan memantau pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan dan
memberdayakan masyarakat, terutama mereka yang menderita kemiskinan,
keterbelakangan, atau ketidakberdayaan. Tanda-tanda kemiskinan menunjukkan
bahwa kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara memadai atau efektif.

Metode Penelitian

Ini adalah penelitian yang berlangsung di lapangan (Field Research).
Wawancara, dokumen, dan umpan balik langsung dari masyarakat digunakan
untuk menyusun laporan ini. Data primer adalah teknik lain yang berguna. Data
mentah dari masyarakat masih harus ditelaah. Selanjutnya (joko Subagyo, 2006).

Penelitian lapangan, menurut definisi di atas, adalah penelitian yang
mencoba menyelidiki segala sesuatu yang terjadi dalam Perlindungan Taman
Nasional Kutai. Dalam contoh ini, lokasi penelitian berada di Kabupaten Kutai
Timur. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, serta
metode penelitian deskriptif (penelitian deskriptif), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan tujuan utama mendeskripsikan sesuatu.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bangunan dan Perkebunan di Kawasan Taman Nasional Kutai

Taman Nasional Kutai ditetapkan menurut SK. Menteri Kehutanan No.
4194/Menhut-VI/KUH/2014 dan hingga pada saat ini belum ada penetapan ulang
yang dilakukan, belum ada ketentuan surat keputusan yang menyatakan
perubahan ukuran wilayah Taman Nasional Kutai jika dilihat sampai saat ini, dan
jika dilakukan penetapan wilayah baru maka hal itu membutuhkan waktu yang
lama dikarenakan wilayah Taman Nasional Kutai yang dapat dikatakan sangat
luas.

Masalah yang timbul akibat masyarakat yang berada di sekitar taman
nasional maupun masalah yang timbul akibat berbagai bencana alam. Salah satu
masalah yang tidak pernah hilang yaitu masyarakat yang selalu membangun
bangunan berupa rumah sementara maupun rumah tetap, bahkan ada pula yang
membangun peternakan di kawasan Taman Nasional Kutai. Masyarakat
mengklaim tanah di wilayah taman nasional menjadi tanah hak milik yang
kemudian tanah tersebut diperjualbelikan kembali kepada masyarakat lain
sehingga masyarakat yang menempati daerah di sekitar wilayah taman nasional
tidak berkurang jumlahnya dan bahkan malah bertambah.

Hingga saat ini lahan-lahan yang dibuka di Taman Nasional Kutai bukan
hanya hasil garapan petani lokal, namun ada juga pejabat yang memiliki lahan di
taman nasional tersebut. Pada saat dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Sangatta Selatan terkait pembukaan lahan
perkebunan dan pendirian bangunan berupa permukiman yang dilakukan oleh
warga sekitar, ditemukan fakta bahwasannya masyarakat yang mendirikan
bangunan berupa rumah tidak melaporkan kepada pihak pemerintah setempat.
bahkan dari pihak pemerintah daerah pun sudah mengingatkan bahwa kawasan
yang mereka hendak dirikan bangunan tersebut merupakan kawasan taman
nasional yang merupakan kawasan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk
didirikan bangunan di dalamnya, namun tidak sedikit masyarakat yang tidak acuh
terhadap teguran atau peringatan yang diberikan.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan Hutan
mengatakan bahwa Sarana Wisata Alam adalah bangunan yang diperuntukan
guna memenuhi kebutuhan kegiatan wisata alam, sedangkan Prasarana Wisata
Alam adalah segala sesuatu yang keberadaannya diperuntukan sebagai penunjang
kegiatan wisata alam. Rencana pembangunan sarana dan prasarana di kawasan
hutan pun memerlukan perizinan untuk membangun.

Ada beberapa bangunan yang didirikan di kawasan Taman Nasional Kutai
dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata Taman Nasional Kutai
berupa bangunan wisata, dan ada juga bangunan yang didirikan untuk
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mempermudah masyarakat yang hendak melintas di kawasan Taman Nasional
Kutai yang berupa pertamina.

Ada beberapa menara yang didirikan di dalam kawasan taman nasional,
seperti, tower listrik dan tower komunikasi. Berbeda dengan pertamina yang
diperuntukkan untuk kemudahan masyarakat, menara-menara yang didirikan di
dalam kawasan Taman Nasional Kutai ini malahan tidak diperuntukkan kepada
masyarakat yang mendiami kawasan Taman Nasional Kutai, menara listrik yang
ada tidak diperkenankan untuk mengalirkan listrik ke dalam kawasan taman
nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Hutan mengatakan bahwa pemanfaatan kawasan adalah
kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat
lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak
mengurangi fungsi utamanya. pemanfaatan kawasan yang dilakukan tidak boleh
‘mengurangi fungsi utamanya’, seperti yang diketahui bersama fungsi utama
taman nasional yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi
sekarang dan generasi-generasi selanjutnya dan juga untuk melindungi penyangga
kehidupan.

Kegiatan pembukaan lahan yang kemudian dijadikan lahan perkebunan
demi memperbaiki perekonomian mereka merupakan kegiatan pemanfaatan
kawasan, namun sangat disayangkan, kegiatan yang mereka lakukan justru
mengurangi fungsi utama Taman Nasional Kutai sebagai taman nasional. Hingga
saat ini banyak satwa yang kemudian tidak lagi hidup tenang di tempat yang
semestinya mereka tinggali, salah satunya yaitu Orang Utan, satwa ini kerap kali
ditemukan di daerah pertambangan dikarenakan tempat yang seharusnya mereka
tinggali dengan aman perlahan mulai menjadi lahan garapan oleh rakyat.

Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu
pembiaran oleh Balai Taman Nasional Kutai dan Pemerintah Daerah setempat.
Jika ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan di
wilayah taman nasional yang sebenarnya kegiatan tersebut memiliki ketentuan
yang tidak boleh dilanggar, tetapi kelihatannya tidak ada penindakan yang
dilakukan oleh pihak berwenang, pembiaran tersebut bukan berarti diizinkan
untuk dilakukan.

Flora dan Fauna Di Taman Nasional Kutai

Salah satu yang menjadi alasan mengapa kawasan ini dijadikan taman
nasional karena keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam kawasan ini
sangat banyak dan melimpah. Taman Nasional Kutai merupakan taman nasional
yang memiliki flora dan fauna yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. Jenis flora
di Taman Nasional Kutai sendiri dapat mencapai 1214.

Selain kekayaan flora, Taman Nasional Kutai juga memiliki fauna yang
melimpah, terdapat 375 jenis burung dan memiliki 80 jenis mamalia, ada juga
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beberapa jenis satwa yang dapat dijumpai di Taman nasional Kutai seperti;
banteng, rusa sambar, kucing bercak, kijang, kancil, beruang madu, dan macan
dahan.

Selain buaya muara yang habitatnya terganggu oleh manusia, ada pula

mamalia yang habitatnya terganggu oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia.
Saat ini banyak ditemui Orang Utan tidak lagi berada di hutan untuk mencari
makan, sudah banyak ditemukan Orang Utan yang berada di kawasan lahan
tambang dan beberapa ditemukan masyarakat di jalanan.

Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Taman Nasional Kutai

Faktor penghambat dalam upaya perlindungan Taman Nasional Kutai

dapar berasal dari internal dan juga eksternal.

1.

Pengetahuan masyarakat yang tentang pentingnya menjaga kelestarian
ekosistem di Taman Nasional Kutai yang masih sangat kurang. Belum
semua masyarakat memahami pentingnya keberadaan taman nasional,
pemerintah daerah tidak dapat memberikan edukasi kepada masyarakat
secara menyeluruh, hal tersebut dapat diakibatkan oleh keadaan tempat
tinggal masyarakat yang berjauhan satu dengan yang lain dan juga
komunikasi antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat maupun
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang mendiami
kawasan Taman Nasional Kutai tidak dapat terjalin dengan baik
dikarenakan susahnya mendapatkan jaringan telekomunikasi di kawasan
yang bisa dikatakan kawasan hutan dan jauh dari pusat kota.
Ketidaktersediaan anggaran yang cukup untuk melakukan berbagai macam
kegiatan, salah satu kegiatan yaitu sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang
ditujukan kepada masyarakat yang mendiami kawasan Taman Nasional
Kutai ini membutuhkan anggaran yang besar agar dapat berjalan dengan
lancar. kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkait perlindungan taman
nasional maupun sosialisasi terkait pelestarian ekosistem lainnya biasanya
melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Balai Taman Nasional Kutai dan
juga unsur muspika yang terdiri dari Kapolsek dan Koramil.

Kurangnya sarana prasarana Yyang dibutuhkan untuk melakukan
pengawasan atau peninjauan langsung kepada masyarakat yang mendiami
kawasan taman nasional yang sulit dijangkau. Selain kurangnya sarana
prasarana, dari pihak Polhut juga kekurangan personil sehingga pengawasan
yang dilakukan terhadap kegiatan masyarakat yang mendiami kawasan
yang sulit terjangkau menjadi kurang maksimal.

Terbatasnya kewenangan Polhut Taman Nasional Kutai dalam upaya
represif terutama ketika menangani kasus tindak pidana kehutanan
terutama penebangan liar.

128



Analisis Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Taman Nasional Kutai....... (Tammali)

Tindak Kejahatan Di Taman Nasional Kutai

Taman Nasional Kutai dengan bentangan yang sangat luas tidak luput
dari tindakan kejahatan, salah satunya yaitu pencurian kayu. Patroli dilakukan
secara rutin oleh Polhut Taman Nasional Kutai dengan harapan tidak ada illegal
logging yang dilakukan oleh masyarakat. Patroli ini dilakukan agar keutuhan
ekosistem di Taman Nasional Kutai tetap terjaga dan juga agar potensi hutan
yang ada tidak hilang begitu saja.

Namun dengan adanya patroli yang dilakukan secara rutin hal tersebut
tidak membuat masyarakat menjadi takut untuk kembali melakukan illegal
logging. terjadi illegal logging di kawasan Taman Nasional Kutai, pelaku tidak
berhasil ditemukan pada saat dilakukan pencarian, namun ditemukan barang
bukti berupa kayu hasil illegal logging dan kapal yang digunakan untuk
mengangkut kayu.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Taman Nasional Kutai

Dalam perlindungan Taman Nasional Kutai dibutuhkan peran dari
berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah. Tidak adanya aturan yang Khusus
tersebut tidak membuat Pemerintah Daerah menutup mata atas perlindungan
terhadap Taman Nasional Kutai. Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah
Daerah terhadap upaya perlindungan Taman Nasional Kutai, pertama, membuat
himbauan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan di kawasan taman
nasional. Pemanfaatan lahan di kawasan taman nasional dapat dilakukan dengan
tidak mengganggu keberadaan satwa yang ada didalamnya, misalnya saja,
pemanfaatan lahan untuk perkebunan sayur dan buah di poros jalan. Kedua,
pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya taman
nasional bagi kehidupan. Taman Nasional Kutai dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk pemenuhan kehidupan mereka, terutama masyarakat yang
tinggalnya di kawasan yang jauh dari pusat kota. Masyarakat seperti itu dapat
memanfaatkan sedikit lahan di sekitaran taman nasional untuk melakukan
kegiatan berkebun sehingga hasil kebun sayur atau buah yang dihasilkan dapat di
konsumsi sendiri atau bahkan bisa dijual kembali untuk mendapatkan
keuntungan. Ketiga, program-program reboisasi yang merupakan program
gandengan Balai Taman Nasional Kutai. Program seperti ini biasanya dilakukan
dengan mengadakan event tertentu.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan

disimpulkan bahwa; Taman Nasional Kutai merupakan taman nasional
yang berada di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini keberadaannya bisa
dikatakan memprihatinkan dengan banyaknya bangunan milik masyarakat dan
juga perkebunan sawit, karet, sayur dan buah, terdapat pula peternakan milik
masyarakat. Dengan adanya bangunan serta perkebunan tersebut sudah merusak
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ekosistem yang ada di Taman Nasional Kutai. Kegiatan perkebunan dan beternak
yang dilakukan masyarakat di kawasan Taman Nasional Kutai pada akhirnya
mengancam kepunahan satwa dan membuat hilangnya habitat asli dari satwa yang
ada di Taman Nasional Kutai.

Dengan semua kegiatan dan kejadian yang terjadi di Taman Nasional
Kutai dibutuhkan perlindungan dari Pemerintah Daerah, namun belum ada aturan
yang khusus mengatur tentang perlindungan Taman Nasional sehingga untuk saat
ini Pemerintah membantu dalam perlindungan, beberapa kegiatan yang merujuk
pada perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Kutai. Namun dalam upaya
perlindungan Taman Nasional Kutai. Tidak jarang menemukan hambatan, namun
demi melindungi Taman Nasional Kutai hambatan tersebut tidak berarti apa-apa.

Rekomendasi

1. Disarankan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, untuk membuat
aturan tertulis mengenai perlindungan yang mengkhususkan Taman Nasional
Kutai dan juga membuat rancangan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan
perlindungan Taman Nasional Kutai. Sebaiknya juga Pemerintah Daerah lebih
mempererat kerjasama dengan aparat penegak hukum daerah dan Balai Taman
Nasional Kutai serta petugas Polhut agar tercapainya tujuan perlindungan Taman
Nasional Kutai.

2. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan atau
mendirikan bangunan di kawasan Taman Nasional Kutai dan juga tidak
melakukan illegal logging lagi serta membantu Pemerintah Daerah dan Balai
Taman Nasional Kutai dalam perlindungan taman nasional.
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